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PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Mtr

ol el all st
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Kota Mataram, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada MUHAMMAD JONI
NURDIANTO, SH, Advokat yang berkantor di di Montong
Kelor, Dusun Gelanggang Barat,Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember
2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 9
Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 telah dilngsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram, NTB, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:
981/107/X/2009 tertanggal 10 Oktober 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah
Tergugat di Kota Mataram, NTB;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
(Satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 9 (sembilan)
tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 12 Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras, sering
berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai
puncaknya lagi pada tanggal 07 November dan terjadi perceraian yang
diucapkan secara lisan oleh Tergugat, yang berakibat Penggugat pulang
kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadapTergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
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dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)
Kompilasi Hukum Islam/KHI, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cera ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22
Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Selong untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat danTergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat danTergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 11 Desember 2019 dan Nomor
717/Pdt.G/2019/PA.Mtr  tanggal 23 Desember 2019 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat)
NIK: 5271034407870001 tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya
karena aslinya berada di Penggugat dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT,
Nomor 981/107/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi:

1. SAKSI |, tempat dan tanggal lahir Praya, 6 Juni 1968, (umur 51
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tahun), agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
sahabat Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di
rumah Tergugat di Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki dan anaktersebut sekarang berada pada
Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekarang ini
sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat
memiliki watak yang keras dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, hanya Penggugat yang sering curhat masalah rumah
tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
kurang lebih 8 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang
tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ampenan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak
pernah rukun kembali bahkan sudah tidak berhubungan lagi layaknya
suami isteri;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Mataram, 20 Oktober 1983,
(umur 36 tahun), agama Katholik, pendidikan SLTA., pekerjaan
Karyawa Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
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adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat di Kota Mataram;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak laki-laki dan saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Juli 2011;

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah: Tergugat memiliki watak
yang keras, sering berkata-kata kasar dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugatdan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
sejak bulan November 2011, Penggugat pulang ke rumah orang
tuanya karena telah ditalak secara oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sejak
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 717/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 11 Desember 2019 dan Nomor
717/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 23 Desember 2019 yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
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ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugatuntuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285
R Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di
depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan
pengetahuan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan
saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukii;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi-saksi
Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
1. Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi
tidak berhasil,
3. Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya terus terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
2. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun
sebagai suami isteri;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-quran surah Al-Hasyr ayat 14 Artinya: “Kamu menyangka mereka
bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah”
2. Al Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

ade alll g §uo pog alll 0 o 40 ol i0Ys ) 10
Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa
saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;
3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri

sebagai berikut ;
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“Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat
( "dllan]l cd> e pasio o laadl £ ,5" )

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan

harus dihilangkan” J| 3 pall) )

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat duwlaolls ;59 @ Laoll <> (mencapai masalah dan menolak
mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di
akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian
tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai
suami isteri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di
atas, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat
dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra
dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap
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Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami H. Mansur,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. M. Ishaq,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. St. Nursalmi Muhamad H. Mansur, S.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,
p 00
Biaya Proses R 50.000,
p 00
Biaya : Rp 150.000,00
Pemanggilan
Biaya PNBP. : Rp 20.000,00
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Relaas

Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 266.000,00

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Mataram, .............ocoeienen ..
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.
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